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PRAKATA 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Waris 

Terhadap Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Berdasarkan Keputusan 

Pesamuhan Agung Iii Majelis Utama Desa Pakraman (Mudp) Bali Tahun 2010. 

Keputusan No. 01/Kep/Psm- 3mdpbali/X/2010” ini tepat waktunya. Skripsi ini 

ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada 

Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas 

Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pedidikan Ganesha Singaraja 

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak 

memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan 

penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:  

1. Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Dekan 

fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha 

2. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum dan Ibu Komang 

Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, 

saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi 

ini 

3. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H. selaku dosen penguji skripsi 

yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam 

penulisan skripsi ini dan unutk menguji skripsi penulis 

4. Kedua orang tua penulis, Pirman Manurung dan Mersi Magdalena 

Sirait, unutk beliau berdualah skripsi penulis persembahkan. Terima 

kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan 

membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang 

dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik 
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yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk 

kalian berdua. 

5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. 

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini 

jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan 

dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf dan 

bersedia menerima kritikan yang membangun. 

Terakhir, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi siapa saja yang membaca 
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